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BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG
PFERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR :* TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingar

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

babws memenuhi kelentuan Pasal & Peraturan Daerah
Kota Metro Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerash Tahun Anpgaran 2016,
perlu ditetapkan  Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
20168 scbagai landasan operasional pelaksanaan APRD
Tahun Angparan 2016,

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan ({Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Hepublik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Fembentukan Kabupaten Dati 11 Way Kanan, Kabupaten
Dati Il Lampung Timur dan Kotamadva Dati 1 Melro
(Lecmbaran Negara Republik Indonesiz Tahun 1999
Nomor 46,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara vang Bersih dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 b;

4. Undang-Undang WNomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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10,

11.
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13.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawah Keuangan
Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indaonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan  Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 38);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Dacrah dan Retribusi Daerah  [Lembaran Negara
Republik  Tndonesia  Tahun 20009 Nomer 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049):

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Reopublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor SE79);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 lentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggola Dewan Perwaldilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Tndonesia Tahun 2004 Nomor a0,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44 16] sebagmimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tshun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomer 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);
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20,
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan  Lavanan  Umum,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) scbagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Momor 74 Tahun 2012
(Lecmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Pernimbangan ([Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah  Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Necgara Republik Indonesis Nomor 4576)
scbhagaimana  telah  diubabh  dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuwangan Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indoncsia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraluran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman  Penyusunan  dan  Pencrapan  Standar
Pelayanan  Minimal {Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Taohun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah  Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(lLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

P'eraturan Pemerintah Numor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Dacrah [Lembaran Negara
Kepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

. Peraturan Pemenintah Nomor 71 Tabun 2010 tentang

Slandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 5165);
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Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pcmberian Dan  Pemnuanfastan  Insentf
Pemungutan Pajak Daerah dan  Retribusi  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S161};

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 52149):

Peraturan Pecmerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah kepada Daerah (lLembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 5272);

Peraturan Menteri Dalam MNegerl Nomor 13 Tahun 2006
lentang Pedoman  Pengelolaan  Keuanguan Dacrah
sebagaimana felah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 450, sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 30
Tahun 2012, Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 340);

Peraturan Mecnteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
lentang Pembentikan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32):

Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomeor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunen Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita
Negara Kepublik Indonesia Tahun 2015 Nomaor 930);

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008
tentang  Pembentukan  Organisasi dan Tuala  Kerja
Perangkal Daerah Kota Metro [Lembaran Daerah
Kota Metre Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Dacrah Kota Metro Nomor 107 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerabh Kola Metro
Nomor 12 Tahun 2010, {Lembaran Daerah Kota Metro
Tahun 2012 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kola
Metro Nomor 107);

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2015
tenlang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Melro
Tahun 2015 Nomor 12 );
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdini atas :
1. Pendapatan

a. Pendapalan Asli Dacrah Rp, 103820360 172, -
b. Dana Perimbangan Ep. H%3.4972.779.839,-
c. Lain-lain Pendapatan vang Sah Rp. 123297 596,494 .-
Juinlah Pendapatan Rp. A16.018.832 887, -
2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
|} Belanja Pegawal Rp. 428.068.066.864 -
2] Belanja Hibah Rp. 400.000.000,-
. 3} Belanja Bantuan Sosial Rp. 150.000,000,-
4] Belanja Bantuan Keuangan Kepada Rp. 1.144.283.000,-

Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan
Pemerintahan Desa
3] Belanja Tidak Terduga K. S00.000.000,-
REp. 431.162.349.804,-

. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawa Rp. 39.789.389.064,-
34} Belanja Barang dan Jasa Rp. 203.080,101.490_ -
3]  Belanja Modal Rp.  197.033.315.804,-
Rp. 439.882 RB06.158, -
Jumlah Relanja Ep. H71.045.156,222,
Surplus/(Dehsit) REp. [(47.945419.716_-
3. Pembiayaan:
. a. Penenmaan RBp. 4%.445419.716,-
k.  Pengcluaran Ep. 1.500.000.0040.-
Jumlah Pembiayaan Netto Ep. 47.945.419.716. -
Sisa lebih pembayaran anggaran Rp. -
Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran | Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebik lanjut
dalam Lampiran 11 Peraturan Walikota ini.

Pasgal 4

Daltar nama penéerima, alamat pencrima dan besaran hibah dan bantuan
sosial scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada lampiran 11l dan
Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
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Pasal 5

Lampiran sebagaimansa dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 serta pasal 4
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikots ini.

Pasal &

Pelaksanaan  penjabaran  APBD  yang  ditetapkan dalam  peraturan  ini
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal T

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraluran
Walikota ini dengan penempatannva dalam Berita Dacrah Kota Melro,

Ditetapkan di Metro
HiS pada tanggal 0 AR 2015
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Diundangkan di Metro
pada tanggal Lo fegeaslber 2015

SEKRETARIS D HOTA METRO,

IS

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2015 NOMOR 2%



